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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I : PANDUAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE) 

1. Planning (Perencanaan) 

a) Bagaimana proses perencanaan program pelayanan publik (proram kerja) 

pada  masa non tahapan dilakukan di Bawaslu Kabupaten Pasuruan? 

b) Apakah perencanaan kegiatan didasarkan pada hasil evaluasi atau 

kebijakan dari Bawaslu RI? 

c) Bagaimana Bawaslu menyesuaikan rencana kerja dengan keterbatasan 

sumber daya dan anggaran yang tersedia? 

d) Apakah terdapat inovasi pelayanan publik yang disiapkan selama masa 

non tahapan? 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

a) Bagaimana struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik non tahapan? 

b) Bagaimana koordinasi antar divisi serta kerja sama dengan lembaga 

eksternal (KPU, pemerintah daerah, masyarakat)? 

c) Bagaimana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

dalam memastikan keterbukaan informasi publik? 

3. Actuating (Pelaksanaan) 

a) Kegiatan apa saja yang dilakukan selama masa non tahapan (pengawasan 

partisipatif, pendidikan politik, sosialisasi, dll)? 

b) Bagaimana cara Bawaslu menjaga partisipasi masyarakat saat tidak ada 

tahapan pemilu? 
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c) Sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif sesuai 

rencana? 

d) Bagaimana masyarakat memanfaatkan layanan informasi publik dari 

Bawaslu? 

4. Controlling (Pengawasan) 

a) Bagiamana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan 

publik non tahapan dilakukan? 

b) Apakah terdapat evaluasi rutin (harian/bulanan/tahunan) terhadap 

pelaksanaan pelayanan publik? 

c) Bagaimana cara Bawaslu memastikan transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan publik di masa non tahapan? 

5. Evaluating (Evaluasi) 

a) Bagaimana proses evaluasi terhadap kegiatan pelayanan publik di masa 

non tahapan dilakukan? 

b) Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelayanan 

publik di masa non tahapan? 

c) Apakah hasil evaluasi dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan 

berikutnya? 

d) Menurut Anda, apa kekuatan dan kelemahan manajemen pelayanan publik 

Bawaslu saat ini? 

 



94 

 

LAMPIRAN II: REDUKSI DATA 

No. Pertanyaan Jawaban Hasil Reduksi Data 

1. Planning (Perencanaan) 

a) Bagaimana proses 
perencanaan program 

pelayanan publik 

(proram kerja) pada  

masa non-tahapan 
dilakukan di Bawaslu 

Kabupaten Pasuruan? 

 

“untuk perencanaan 

program, dikarenakan 
Bawaslu adalah 

organisasi yang bersifat 

hierarki yaitu dengan 

susunan mulai dari 
Bawaslu RI – Bawaslu 

Provinsi – Bawaslu 

Kabupaten/Kota, 
sehingga perencanaan 

program mengikuti 

program yang telah oleh 

direncanakan Bawaslu 
RI yang kemudian 

diturunkan ke Bawaslu 

Provinsi lalu ke Bawaslu 
Kabupaten/Kota. 

Program kerja di bawaslu 

bersifat top down , jadi 
apa yang menjadi visi 

dan misi Bawaslu RI 

yang akan diterjemahkan 

oleh Bawaslu Provinsi 
dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota 

disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat di 

masing-masing wilayah 

kerja” 
 

“perencanaan program 

kerja mengikuti dari 

Bawaslu RI dan Bawaslu 
Provinsi yang akan di 

bahas dalam Rapat Pleno 

bersama para pimpinan 
pada setiap hari rabu dan 

kemudian hasilnya akan 

disampaikan dalam 

Rapat Internal (Rapat 
Rutin) setiap hari senin 

kepada semua staf” 

“Perencanaan 

program Bawaslu 
bersifat hierarkis dan 

top-down. Program 

dari Bawaslu RI 

diturunkan ke provinsi 
lalu kabupaten/kota, 

kemudian disesuaikan 

kebutuhan masyarakat 
wilayah masing-

masing untuk 

menerjemahkan visi 

misi nasional serta 
memastikan agenda 

berjalan sesuai arah 

kebijakan pusat yang 
ditetapkan.” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 b) Apakah perencanaan 
kegiatan didasarkan pada 

hasil evaluasi atau 

kebijakan dari Bawaslu 

RI? 

“perencaan kegiatan di 
Bawaslu Kabupaten 

Pasuruan sudah pasti 

berpedoman arah 

kebijakan Bawaslu RI 
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dan Bawaslu Provinsi. 

Lalu hasil evaluasi dari 

pelaksanaan program-
program sebelumnya. 

Jadi, perencanaan tidak 

hanya mengikuti arahan 

pusat, tetapi juga dari 
hasil evaluasi agar 

program lebih relevan 

dengan kondisi di 
Kabupaten Pasuruan” 

 c) Bagaimana Bawaslu 

menyesuaikan rencana 

kerja dengan 
keterbatasan sumber 

daya dan anggaran yang 

tersedia? 

“pada masa non-tahapan 

ini, Bawaslu harus 

mengalami efisiensi 
anggaran sehingga tidak 

semua dapat terfasilitasi 

yang membuat staf harus 
bekerja dengan 

menggunakan alat-alat 

pribadi. Tetapi Bawaslu 
Kabupaten Pasuruan 

tetap bekerja dengan 

memanfaatkan jaringan 

kerja sama yang sudah 
ada terjalin sebelumnya. 

Misalnya melalui MoU 

dengan sekolah, 
Kampus, dan instansi 

pemerintah, ketika dari 

pihak-pihak tersebut 
membutuhkan Bawaslu 

sebagai narasumber 

dalam kuliah tamu atau 

sekedar diskusi bedah 
regulasi terkait 

demokrasi dan 

kepemiluan maka 
Bawaslu akan hadir 

disana”. 

“Pada masa non-

tahapan, Bawaslu 

melakukan efisiensi 
anggaran sehingga 

beberapa kebutuhan 

tidak terfasilitasi dan 
staf memakai alat 

pribadi. Namun, 

Bawaslu Pasuruan 
tetap menjalankan 

tugas melalui kerja 

sama dengan sekolah, 

kampus, dan instansi 
untuk kegiatan 

edukasi demokrasi 

dan kepemiluan” 

 d) Apakah terdapat inovasi 

pelayanan publik yang 
disiapkan selama masa 

non-tahapan? 

“inovasi disesuaikan 

dengan kebutuhan 
masyarakat Kabupaten 

Pasuruan. Bawaslu hari 

ini lebih aktif pada 
penggunaan media sosial 

untuk berinteraksi 

dengan masyarakat 

seperti menyiarkan 
tentang program kerja 

Bawaslu dan MoU kerja 

“Inovasi Bawaslu 

disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat 

Pasuruan. Bawaslu 

kini lebih aktif 
memakai media sosial 

untuk menyampaikan 

program dan kerja 

sama. Mereka juga 
membuat konten 

“Bawaslu Sepekan” 
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sama dengan berbagai 

pihak. Saat ini ada konten 

BAWASLU SEPEKAN 
untuk menginformasikan 

segala kegiatan yang 

dilakukan bawaslu 

selama 1 minggu kerja” 
 

“publikasi melalui media 

sosial tentunya menjadi 
hal yang sangat penting 

saat in,i apalagi dengan 

keterbatasan anggaran 
untuk menyapa 

masyarakat secara 

langsung. Selain itu 

inovasi lewat MoU, dan 
Pengawasan Partisipatif 

yang dibuat dalam 

bentuk Bawaslu 
Mengajar ke sekolah-

sekolah. Selain inovasi 

keluar, ada pula kegiatan 
Jumat Sehati yang 

bertujuan menumbuhkan 

semangat dan 

memotivasi kerja staf 
bawaslu secara internal. 

Kegiatan ini dapat 

beragam seperti Jumat 
Sehati Jumpa Berlian 

yaitu melakukan kerja 

bakti dan bertanam di 

lingkungan kantor 
sebagai bentuk tanggung 

jawab memelihara 

kebersihan serta keasrian 
lingkungan tempat kerja” 

yang merangkum 

seluruh kegiatan 

selama satu minggu 
kerja” 

 

 

 
 

“Publikasi media 

sosial menjadi penting 
saat anggaran terbatas. 

Inovasi mencakup 

MoU, pengawasan 
partisipatif melalui 

Bawaslu Mengajar, 

serta kegiatan internal 

Jumat Sehati seperti 
Jumat Sehati Jumpa 

Berlian untuk kerja 

bakti dan merawat 
lingkungan guna 

meningkatkan 

motivasi staf” 

2 Organizing 

(Pengorganisasian) 

a) Bagaimana struktur 
organisasi Bawaslu 

Kabupaten Pasuruan 

dalam pelaksanaan 
pelayanan publik non-

tahapan? 

“tidak ada perubahan 

terkait struktur dan 

pembagian tugas di masa 
non-tahapan atapun pada 

masa tahapan. Akan 

tetapi terkait pelayanan 
informasi kepada publik 

tentunya lebih di 

tingkatkan lagi pada 
kinerja dari Divisi 

Humas, juga Data dan 

Informasi (DATIN) 
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terlebih PPID” 

 

“kepala sekretariat 
mengkoordinator 

komunikasi kerja antara 

staf dan pimpinan, kepala 

sekretariat bertugas 
memfasilitasi agar 

harapan pimpinan yang 

dirancangkan dalam 
Rapat Pleno dapat 

tersampaikan ke seluruh 

staf divisi dan dapat 
terlaksana, dalam kurun 

waktu yang telah 

ditentukan” 

 b) Bagaimana koordinasi 
antar divisi serta kerja 

sama dengan lembaga 

eksternal (KPU, 
pemerintah daerah, 

masyarakat)? 

“koordinasi secara 
internal dilakukan secara 

berkala lewat Rapat 

Pleno di tingkat 
pimpinan/komisioner 

yaitu setiap seminggu 

sekali. Dan hasilnya akan 

dibahas bersama 
kesekretariatan pada 

Rapat Internal secara 

rutin bisa 1 – 2 kali dalam 
seminggu. Koordinasi ini 

terus berjalan, tentunya 

untuk membahas 
perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan, 

hasil dan evaluasi 

kegiatan. Untuk 
koordinasi ke pihak 

eksternal dilakukan 

sesuai kebutuhan, 
misalnya saat ini dengan 

KPU Kabupaten 

Pasuruan terkait 

Pengawasan 
Pemuktahiran Data 

Pemilih Berkelanjutan 

(PDPB) dan ke Partai 
Politik seluruh wilayah 

Kabupaten Pasuruan 

terkait Pemuktahiran 
Data Partai Politik 

Berkelanjutan” 

 

“Koordinasi internal 
dilakukan rutin 

melalui rapat pleno 

mingguan dan rapat 
internal 1–2 kali 

seminggu untuk 

membahas 

perencanaan, 
pelaksanaan, dan 

evaluasi. Koordinasi 

eksternal dilakukan 
sesuai kebutuhan, 

seperti dengan KPU 

terkait PDPB serta 
dengan partai politik 

terkait pemutakhiran 

data berkelanjutan.” 
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“Pada masa non-tahapan, 

koordinasi secara 

internal tetap berjalan 
secara terstruktur melalui 

rapat pleno mingguan di 

tingkat komisioner dan 

melalui rapat internal dan 
komunikasi antar divisi 

setiap hari. Masing-

masing divisi memang 
mempunyai tugas pokok 

sendiri-sendiri, namun 

dalam praktiknya tetap 
saling mendukung. Kerja 

sama dengan pihak luar 

seperti KPU terkait 

Pemuktahiran Data 
Pemilih  yang dilakukan 

KPU setiap 3 (tiga) bulan 

melalui Rapat Pleno 
Pemuktahiran Data 

Pemilih Berkelanjutan. 

Hubungan dengan 
masyarakat juga tetap 

jaga melalui program 

pencegahan dan 

pengawasan partisipatif. 
Juga menjalankan 

program kegiatan seperti 

Bawaslu Mengajar, 
diskusi regulasi 

kepemiluan, dan 

sosialisasi yang 

melibatkan sekolah, 
kampus, organisasi 

pemuda, maupun 

komunitas lokal. Di masa 
non-tahapan ini, bawaslu 

lebih banyak 

menggunakan pola 
kolaborasi sehingga 

kegiatan tetap berjalan 

meskipun anggaran 

terbatas” 
 

“Secara internal, seperti 

untuk Divisi Hukum 
dilakukan rapat 

koordinasi setiap 2 

minggu sekali. Begitu 

“Pada masa non-

tahapan, koordinasi 

internal tetap rutin 
melalui rapat pleno 

dan komunikasi divisi 

harian. Kerja sama 

dengan KPU dan 
masyarakat dijalankan 

melalui pencegahan, 

pengawasan 
partisipatif, dan 

Bawaslu Mengajar. 

Dengan pola 
kolaborasi, kegiatan 

tetap berjalan meski 

anggaran terbatas.” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

“Koordinasi internal 

dilakukan rutin, 
seperti rapat Divisi 

Hukum dua minggu 

sekali, rapat pleno 
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juga dengan koordinasi 

dengan divisi lainnya 

yang bertujuan untuk 
mengawasi dan 

mengevaluasi capaian 

program kerja yang telah 

ditetapkan. Contohnya 
koordinasi internal 

lainnya yaitu dengan 

Rapat Pleno di tingkat 
pimpinan setiap hari 

Rabu, kemudian ada 

rapat rutin dengan 
seluruh kesekretariatan. 

Untuk Eksternal yaitu 

tergantung kepada 

kebutuhan bawaslu 
sendiri, misalnya saatkan 

akan melalukan 

sosialisasi maka akan 
berkoordinasi dengan 

sekolah-sekolah yang 

dituju” 

pimpinan tiap Rabu, 

dan rapat dengan 

kesekretariatan untuk 
evaluasi program. 

Koordinasi eksternal 

bersifat kebutuhan, 

misalnya bekerja 
sama dengan sekolah 

saat akan 

melaksanakan 
kegiatan sosialisasi.” 

 c) Bagaimana peran Pejabat 
Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

dalam memastikan 
keterbukaan informasi 

publik? 

“untuk keterbukaan 
informasi, tentunya 

Bawaslu Kabupaten 

Pasuruan melalui PPID 
sangat masif, yang 

pertama yaitu setiap ada 

kegiatan di Bawaslu baik 
internal maupun 

eksternal akan selalu di 

upload ke website resmi 

Bawaslu Kabupaten 
Pasuruan; kedua, 

diseluruh media sosial 

seperti instagram, 
facebook, tiktok dan 

lainnya. Untuk contoh 

seperti baru saja tadi, ada 

masyarakat yaitu 
mahasiswa Magister dari 

Universitas Wisnu 

Wardhana Malang yang 
meminta keterbukan 

infomasi untuk 

mendukung data 
penelitiannya terkait 

dengan penegakan 

hukum terhadap praktek 

“Bawaslu Pasuruan 
melalui PPID rutin 

mempublikasikan 

seluruh kegiatan di 
website dan media 

sosial. Permintaan 

informasi publik, 
seperti dari 

mahasiswa, tetap 

dilayani sesuai 

prosedur dan 
persyaratan melalui 

PPID, memastikan 

keterbukaan informasi 
tetap berjalan secara 

formal dan 

terstruktur” 
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politik uang pada 

pemilihan bupati dan 

wakil bupati di 
Kabupaten Pasuruan 

tahun 2024. Tentu saja 

Bawaslu Kabupaten 

Pasuruan akan 
memberikan data, tetapi 

pemohon harus 

memenuhi persyaratan 
dan sesuai prosedur 

melalui website PPID” 

 
“semua informasi 

memang harus di 

sampaikan dan pasti 

disampaikan, masyarakat 
dapat mengakses lewat 

website PPID Bawaslu 

Kabupaten Pasuruan. 
Permintaan data dan 

informasi akan diberikan 

akan tetapi harus 
mengikuti pada 

ketentuan regulasi dan 

pemohon harus 

memenuhi persyaratan 
sebagaimana telah 

diatur” 

3 Actuating (Pelaksanaan) 
a) Kegiatan apa saja yang 

dilakukan selama masa 

non-tahapan 

(pengawasan partisipatif, 
pendidikan politik, 

sosialisasi, dll)? 

“jika membicarakan 
bentuk pelayanan dari 

bawaslu yaitu pemberian 

sosialisasi dan edukasi 

terkait kepemiluan dan 
demokrasi, dengan 

tujuan dapat 

meningkatkan partisipasi 
dan kepercayaan 

masyarakat kepada 

Bawaslu sehingga mau 

terlibat secara aktif 
sebagai pengawas. Hal 

tersebut sebagai kegiatan 

keluar atau eksternal 
dimana Bawaslu hadir 

dalam forum-forum 

diskusi, atau turun ke 
sekolah-sekolah. Lalu 

ada kegiatan internal 

Bawaslu yang bertujuan 

“Pelayanan Bawaslu 
berupa sosialisasi dan 

edukasi kepemiluan 

untuk meningkatkan 

partisipasi dan 
kepercayaan 

masyarakat melalui 

forum diskusi dan 
kunjungan sekolah. 

Secara internal, 

Bawaslu memperkuat 

kelembagaan dan 
menjalankan tugas 

wajib seperti 

pengawasan data 
pemilih, data partai 

politik, pencegahan, 

dan pengawasan 
partisipatif.” 
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untuk penguatan 

kelembagaan, dan 

kegiatan wajib 
sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang 

yaitu pengawasan 

pemuktahiran data 
pemilih, pemuktahiran 

data partai politik, 

pengawasan partisipatif, 
COKTAS bersama KPU, 

dan tetap melakukan 

pencegahan” 
 

“segala bentuk pelayanan 

bawaslu ini bertujuan 

untuk mendapatkan 
kepercayaan dari 

masyarakat, disitulah 

kerja bawaslu akan 
nampak. Bawaslu 

sebagai pengawas 

penyelenggara pemilu, 
kepercayaan masyarakat 

akan di dapat saat 

bawaslu aktif melakukan 

sosialisasi dan penguatan 
pengawasan partispatif. 

Bawaslu sebagai 

lembaga independen 
harus “menampakkan 

diri” kepada masyarakat 

lewat kerja-kerja yang 

bukan hanya saat proses 
pemilu tetapi di masa 

sekarangpun. Selain aktif 

keluar tentunya juga 
fokus ke dalam internal 

bawaslu sendiri, lewat 

penguatan kapasitas 
kelembagaan. Penguatan 

Kelembagaan, yaitu 

bawaslu mempersiapkan 

diri secara internal untuk 
mengkaji terkait 

kapasitas kelembagaan, 

diskusi terkait regulasi, 
keilmuan tentang 

pengawasan, 

penindakan, 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

“Pelayanan Bawaslu 

bertujuan membangun 

kepercayaan publik 
melalui sosialisasi dan 

pengawasan 

partisipatif. Bawaslu 
juga memperkuat 

kapasitas internal 

melalui kajian 
kelembagaan, diskusi 

regulasi, serta 

pelibatan ahli. 

Contohnya pilot 
project Penguatan 

Kelembagaan bertema 

digitalisasi 
pengawasan hasil 

kerja sama dengan 

Bawaslu Provinsi dan 

DPR RI.” 
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penyelesaian sengketa, 

dst. Bentuk kegiatan 

beragam seperti 
mengundang 

ahli/narasumber untuk 

diskusi seperti bedah 

regulasi tentang 
kepemiluan. Kegiatan ini 

sudah dilakukan pada 

bulan september 
kemarin, dimana 

Bawaslu Kabupaten 

Pasuruan berkoordinasi 
dengan Bawaslu Provinsi 

untuk bekerja sama 

dengan DPR RI Komisi 

II, Pengiat Pemilu, dan 
Akademisi untuk 

menjadi pemateri dalam 

pilot project Penguatan 
Kelembagaan dengan 

fokus pada ‘Digitalisasi 

Pengawasan Pemilu” 
 

“di masa non-tahapan 

fokus bawaslu pada: 1): 

Penguatan kelembagaan, 
yaitu fokus pada 

kapasitas bawaslu secara 

internal seperti 
peningkatan kualitas 

SDM, mempelajari isu-

isu terbaru yang 

berkembang di 
masyarakat; 2) fokus 

pada penyebaran 

informasi yang bersifat 
edukatif kepada 

masyarakat atau disebut 

penguatan partisipatif. 
Hal ini sangat penting 

yaitu masyarakat harus 

terlibat aktif dalam 

pengawasan pemilu dan 
pilkada. Bawaslu tidak 

mampu secara 

kelembagaan untuk 
melakukan pengawasan 

secara komprehensif di 

seluruh wilayah kerjanya 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

“Fokus Bawaslu masa 

non-tahapan meliputi 

penguatan kapasitas 
internal, edukasi dan 

pengawasan 

partisipatif 
masyarakat, serta 

tugas wajib seperti 

pengawasan PDPB, 

pemutakhiran data 
partai politik, dan 

program Cangkruk 

Demokrasi untuk 
peningkatan literasi, 

kapasitas, serta 

pembaruan informasi 
kelembagaan.” 
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tanpa ada keterlibatan 

masyarakat juga sebagai 

pengawas. Peran 
strategis bawaslu di masa 

non-tahapan ini yaitu 

mengajak masyarakat 

dan meningkatkan 
kapasitas masyarakat 

sebagai pengawas lewat 

sosialisasi dan edukasi 
tentang pentingnya 

keterlibatan masyarakat 

sebagai pengawas 
partisipatif; 3) kegiatan 

wajib Bawaslu pada 

masa non-tahapan ini 

adalah a) Pengawasan 
terhadap Pemuktahiran 

Data Pemiliih 

Berkelanjutan (PDPB) 
yang di lakukan KPU 

setiap 3 bulan sekali 

bertujuan untuk meng-
update data pemilih agar 

data benar-benar valid 

sehingga pada pemilu 

yang akan datang data 
pemilih benar-benar 

akurat. Pengawasan 

dilakukan dengan 
bawaslu turun ke 

pemerintah desa setiap 

minggunya dengan 

melakukan sampling uji 
petik terkait data pemilih 

dengan kategori pemilih 

TMS (Tidak Memenuhi 
Syarat) seperti sudah 

meninggal dunia, pindah 

domisili, dst. Kategori 
Pemilih MS (Memenuhi 

Syarat) seperti penduduk 

sudah berusia 17 tahun 

tetapi belum terdata di 
data pemilih, penduduk 

belum berusia 17 tahun 

tetapi sudah menikah, 
pensiuanan TNI/POLRI; 

b) Pemuktahiran Data 

Partai Politik 
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berkelanjutan, juga 

dilakukan setiap minggu 

dengan bawaslu 
berkunjung ke parpol 

untuk melakukan update 

data parpol terkait 

struktural, kelengkapan 
administratif, dsb untuk 

memverifikasi 

keberdaaan parpol: c) di 
Divisi Humas sendiri ada 

program Cangkruk 

Demokrasi yaitu 
kegiatan diskusi secara 

daring antar Divisi 

Humas dan Data 

Informasi Bawaslu 
seluruh Jawa Timur yang 

dilakukan setiap hari 

senin selama 1 tahun ini 
(Januari-Desember). 

Setiap Bawaslu 

Kabupaten/Kota 
mendapatkan giliran 

menjadi pemateri. 

Tujuannya untuk 

meningkatkan literasi 
demokrasi, penguatan 

kapasitas kelembagaan, 

dan untuk tetap update 
terkait regulasi, 

perkembangan dan 

informasi terbaru seperti 

situasi politik, 
perkembangan 

demokrasi, dll” 

 b) Bagaimana cara Bawaslu 
menjaga partisipasi 

masyarakat saat tidak 

ada tahapan pemilu? 

“ketika tidak dalam masa 
pemilu, animo 

masyarakat tentunya 

sangat menurun, maka 

bentuk menyapa bawaslu 
adalah lewat media sosial 

(Bawaslu Kabupaten 

Pasuruan sudah 
mempunyai akun media 

sosial di berbagai 

platform seperti youtube, 
instagram, X, tiktok, dan 

Facebook) untuk 

memberikan informasi 

“Saat non-pemilu, 
animo masyarakat 

menurun sehingga 

Bawaslu menyapa 

publik lewat media 
sosial untuk edukasi 

demokrasi. Penguatan 

partisipatif dilakukan 
melalui Bawaslu 

Mengajar, Pendidikan 

dan Sekolah Kader 
Pengawas Partisipatif 

guna mencetak kader 

yang mampu 
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dan edukasi. Harapannya 

agar informasi yang di 

publis dapat bermanfaat 
untuk perkembangan 

demokrasi dan 

meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk terlibat 
aktif dalam proses 

demokrasi. Media Sosial 

dengan konten-konten 
yang kreatif untuk semua 

kalangan masyarakat, 

berisi ide-ide kreatif 
positif dan bersifat 

edukatif, selain untuk 

menunjukkan bukti kerja 

bawaslu juga untuk 
mengedukasi 

masyarakat. Untuk 

bentuk penguatan 
partisipatif, bawaslu 

hadir dalam bentuk 

Bawaslu Mengajar, 
Pendidikan Pengawas 

Partisipatif, dan Sekolah 

Kader Pengawas 

Partisipatif. Kegiatan ini 
bertujuan untuk 

memberikan sosialiasai 

dan menghasilkan kader-
kader pengawas 

partispatif yang 

diharapakan dapat 

mampu secara mandiri 
memberikan edukasi 

kepada sekitarnya 

tentang kepemiluan, dst” 

menyebarkan edukasi 

secara mandiri.” 

 c) Sejauh mana 

pelaksanaan pelayanan 

publik dapat berjalan 

efektif sesuai rencana? 

“pelaksanaan kegiatan 

berjalan tentunya, 

walaupun tidak dapat 

dikatakan efektif karena 
efisiensi anggaran 

sehingga terkesan 

membatasi langkah 
bawaslu. Tetapi hal ini 

dapat  menciptakan 

inovasi yaitu salah 
satunya dengan 

melakukan MoU dengan 

kampus-kampus 

“Kegiatan tetap 

berjalan meski kurang 

efektif karena 

efisiensi anggaran. 
Kondisi ini 

mendorong inovasi 

melalui MoU dengan 
kampus, di mana 

BEM menggerakkan 

mahasiswa mengikuti 
seminar atau kuliah 

tamu dengan 

narasumber dari 
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misalnya, pihak kampus 

seperti BEM akan 

menggerakkan 
mahasiswa untuk ikut 

dalam seminar atau 

kuliah tamu yang 

menghadirkan bawaslu 
sebagai narasumber” 

 

“semua kegiatan tentu 
terlaksana, walaupun 

akan ada sedikit 

perubahan disesuaikan 
dengan keadaan. 

Misalnya untuk 

kunjungan ke parpol 

yang direncanakan setiap 
hari selasa dapat berubah 

karena harus menunggu 

konfirmasi dari parpol, 
lebih kepada 

penyesuaian waktu. Dan 

juga dari Bawaslu 
Provinsi sendiri 

mewajibkan bawaslu 

berkegiatan setiap 

harinya dalam sepekan 
dengan berbagai kegiatan 

seperti Cangkruk 

Demokrasi, Rapat-rapat, 
Arisan Film Pendek, lalu 

ada juga Jumat Sehati. 

Harapannya agar setia 

hari kerja, bawaslu tetap 
berkegiatan sehingga hal 

ini dapat di publikasikan 

ke masyarakat” 

Bawaslu.” 

 

 
 

 

 

 
 

 

“Kegiatan tetap 
terlaksana meski 

menyesuaikan 

kondisi, seperti 
kunjungan parpol 

yang menunggu 

konfirmasi waktu. 

Bawaslu Provinsi 
mewajibkan kegiatan 

harian seperti 

Cangkruk Demokrasi, 
rapat, Arisan Film 

Pendek, dan Jumat 

Sehati untuk 
memastikan publikasi 

rutin ke masyarakat.” 

 d) Bagaimana masyarakat 

memanfaatkan layanan 

informasi publik dari 

Bawaslu? 

“sebenarnya PPID ini 

adalah umum, dimana 

semua lembaga 

pemerintah sebagai 
pelayan publik 

mempunyai website 

PPID masing-masing 
termasuk Bawaslu 

Kabupaten Pasuruan. 

Terkait pemanfaatan 
pelayanan informasi ini 

sebenarnya sangat di 

sayangkan jika 

“PPID merupakan 

layanan informasi 

umum melalui 

website. Namun, 
banyak masyarakat 

belum mengetahui 

aksesnya. Permintaan 
data mengikuti 

prosedur tertentu, dan 

beberapa informasi 
dikecualikan, seperti 

data pelaporan 

pelanggaran yang 
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membicarakan 

masyarakat secara umum 

tentunya banyak yang 
tidak mengetahui terkait 

akses-akses informasi 

ini. Secara sedarhana, 

masyarakat hanya perlu 
mengakses internet 

langsung ke website 

PPID dan menyesuaikan 
pada kebutuhan data 

yang dibutuhkan. Terkait 

informasi yang 
dibutuhkan dapat 

meningggalkan 

pertanyaan di kolom 

komentar. Akan tetapi 
tentu saja untuk 

permintaan data, ada 

prosedur dan persyaratan 
yang harus dipenuhi, 

serta ada data-data yang 

bersifat dikecualikan 
seperti Data Pelaporan 

Pelanggaran yang berisi 

identitas diri pelapor” 

memuat identitas 

pelapor.” 

 e) Adakah program baru 
atau inovasi pelayanan 

publik yang 

dikembangkan selama 
masa non-tahapan? 

“inovasi tentunya 
menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat di 

Kabupaten Pasuruan, 
yaitu dengan lebih 

mengoptimalkan pada 

peran media sosial. Dan 

juga dengan menjalin 
kerja sama seperti MoU 

dengan Dinas 

Komunikasi dan 
Informasi Kabupaten 

Pasuruan, dimana 

Bawaslu hadir mengisi 

siaran dalam Radio Suara 
Pasuruan. Dan untuk 

program yang akan 

datang adalah Podcast 
yang akan diberi nama 

Cangkir Bawaslu, 

dimana nanti akan 
berbentuk diskusi tapi 

dengan suasana yang 

lebih santai” 

“Inovasi disesuaikan 
dengan kebutuhan 

masyarakat, terutama 

melalui optimalisasi 
media sosial dan kerja 

sama dengan 

Diskominfo untuk 

siaran radio. Ke 
depan, Bawaslu 

menyiapkan podcast 

‘Cangkir Bawaslu’ 
sebagai ruang diskusi 

dengan suasana 

santai.” 
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”inovasi dengan 

pemanfaatan media 

sosial untuk pelayanan 
dan keterbukaan 

informasi, kegiatan 

dipublikasikan lewat 

media sosial dan website 
resmi. Jadi, inovasi 

memang lebih dengan 

memanfaatkan media 
sosial. Saat ini ada 

konten Bawaslu Sepekan 

yang merangkum semua 
kegiatan kerja di bawaslu 

selama sepekan” 

4 Controlling (Pengawasan) 

a) Bagiamana mekanisme 
pengawasan terhadap 

pelaksanaan pelayanan 

publik non-tahapan 
dilakukan? 

“untuk pengawasan 

terbagi menjadi 
pengawasan melekat 

yaitu bawaslu melakukan 

pengawasan dengan cara 
mendampingi pada saat 

KPU melakukan 

COKTAS. Ketika KPU 

turun ke desa-desa, 
bawaslu hadir disitu 

untuk mendampingi dan 

mengawasi. Dan 
Pengawasan lainnya 

yaitu dengan melakukan 

uji petik. Bawaslu tidak 
bersama KPU ketika 

turun ke desa tetapi 

dengan data yang di 

dapat dari KPU, bawaslu 
akan melakukan uji 

sampling untuk 

memastikan data yang 
dari KPU secara faktual 

di lapangan. Apabila ada 

perbedaan antara hasil uji 

petik dan data dari KPU, 
maka bawaslu akan 

memberiakn catatan atau 

saran perbaikan ke KPU 
untuk perbaikan data 

pemilih” 

 
“mekanisme pengawasan 

di masa non-tahapan ada 

2, yaitu Pengawasan 

“Pengawasan 

dilakukan melalui 
pengawasan melekat 

saat mendampingi 

KPU melakukan 
Coktas, serta uji petik 

dengan sampling 

mandiri. Jika 

ditemukan perbedaan 
data dengan KPU, 

Bawaslu memberikan 

catatan atau saran 
perbaikan untuk 

pembaruan data 

pemilih.” 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
“Pengawasan non-

tahapan meliputi 

PDPB dan data partai 
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Pemuktahiran Data 

Pemilih Berkelanjutan 

(PDPB) dan Pengawasan 
Pemuktahiran Data 

Partai Politik 

Berkelanjutan. Meskipun 

dalam UU Pemilu tidak 
disebutkan pengawasan 

pada masa non-tahapan, 

tetapi bawaslu sebagai 
lembaga pengawas ikut 

turut serta bekerja 

mendampingi KPU 
dalam proses 

pengawasan Data 

Pemilih. Di UU Nomor 7 

tentang Pemilihan 
Umum, ada 4 peran 

Bawaslu yaitu 

Pencegahan, 
Pengawasan, 

Penindakan, dan 

Penyelesaian Sengketa 
Pemilu dan Pilkada. Di 

masa non-tahapan ini 

bawaslu lebih fokus 

kepada Pencegahan, 
walaupun hal ini tetap 

dilakukan juga pada 

masa tahapan. Di masa 
non tahapan ini bawaslu 

melakukan pencegahan 

lewat Program Bawaslu 

Mengajar yang 
difokuskan kepada 

Pemilih Pemula sebagai 

generasi muda untuk 
terlibat dalam demokrasi 

yang sehat” 

 

politik. Meski tidak 

diatur khusus, 

Bawaslu tetap 
mendampingi KPU. 

Pada masa ini 

Bawaslu lebih 

menekankan 
pencegahan, termasuk 

melalui program 

Bawaslu Mengajar 
untuk meningkatkan 

partisipasi pemilih 

pemula.” 
 

 b) Apakah terdapat evaluasi 
rutin 

(harian/bulanan/tahunan) 

terhadap pelaksanaan 
pelayanan publik?  

“evaluasi selalu 
dilakukan secara rutin, 

baik pada tingkat 

pimpinan maupun 
dengan keseluruhan 

jajaran kesekretariatan, 

biasanya dilakukan 
seminggu sekali pada 

saat rapat internal. 

Setelah pelaksanaan 

“Evaluasi dilakukan 
rutin tiap pekan 

melalui rapat internal. 

Setelah kegiatan 
seperti uji petik, 

dibahas hasil, kendala, 

dan perbaikan. Selain 
itu, Bawaslu juga 

melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan 
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kegiatan seperti Uji 

Petik, tentunya akan ada 

rapat membahas hasil 
pelaksanaan kegiatan, 

kendala-kendala teknis di 

lapangan, hingga 

pemberian masukan 
untuk perbaikan 

pelaksanaan kegiatan 

yang lebih baik ke 
depannya. Selain 

evaluasi rutin, tentunya 

akan ada pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan ke 

Bawaslu Provinsi, seperti 

pelaporan pelaksanaan 

kegiatan pilot project 
Penguatan Kelembagaan 

yang telah di laksanakan 

pada bulan September” 

kepada Bawaslu 

Provinsi, termasuk 

pilot project 
Penguatan 

Kelembagaan.” 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 c) Bagaimana cara 

Bawaslu memastikan 

transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan 
publik di masa non-

tahapan? 

“untuk transparansi yaitu 

lewat sosial media dan 

publikasi berita di 

website bawaslu juga di 
website PPID adalah 

bentuk keterbukaan 

bawaslu kepada publik, 
selain untuk menunjukan 

bahwa bawaslu tetap 

bekerja di masa non-
tahapan ini juga sebagai 

bentuk transparansi. Dan 

untuk akuntabilitas yaitu 

dengan bawaslu selalu 
melakukan evaluasi 

rutin, koordinasi bersama 

lembaga lainnya dan 
pelaporan secara berkala. 

Juga penerbitan buku-

buku yang melaporkan 

segala rekam kerja 
bawaslu” 

 

“Dalam memastikan 
transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan 

publik di masa non-
tahapan, Bawaslu 

Kabupaten Pasuruan 

tetap menjalankan 

“Transparansi 

dilakukan melalui 

media sosial, 

publikasi di website 
Bawaslu dan PPID. 

Akuntabilitas 

diwujudkan lewat 
evaluasi rutin, 

koordinasi lintas 

lembaga, pelaporan 
berkala, serta 

penerbitan buku yang 

merekam seluruh 

kinerja Bawaslu.” 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

“Bawaslu Pasuruan 
memastikan 

transparansi dan 

akuntabilitas dengan 
mengikuti standar 

Bawaslu RI. Semua 

layanan dan kegiatan 
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mekanisme standar yang 

sudah ditetapkan oleh 

Bawaslu RI. Setiap 
layanan atau kegiatan, 

termasuk pengaduan 

masyarakat, dokumentasi 

kegiatan, maupun 
penggunaan anggaran, 

wajib dicatat di sistem 

administrasi internal dan 
dilaporkan secara 

berkala. Walaupun tidak 

banyak penanganan 
pelanggaran, prinsip 

transparansi tetap di jaga 

melalui keterbukaan data 

dan prosedur.” 

dicatat dalam sistem 

administrasi dan 

dilaporkan berkala. 
Meski sedikit 

penanganan 

pelanggaran, 

keterbukaan data dan 
prosedur tetap dijaga.” 

5 Evaluating (Evaluasi) 

a) Bagaimana proses 

evaluasi terhadap 
kegiatan pelayanan 

publik di masa non 

tahapan dilakukan? 

“evaluasi sudah pasti 

dilakukan di tingkat 

pimpinan secara rutin 
setiap minggu lewat 

forum yaitu Rapat Pleno 

untuk mengevaluasi 

secara keseluruhan 
pelaksanaan program. 

Hasil evaluasi di 

breakdown lagi ke 
tingkat sekretariatan, 

misalnya saat ini sedang 

melakukan pengawasan 
COKTAS maka evaluasi 

dilakukan tiap minggu 

selama pelaksanaan 

kegitan COKTAS. Dan 
setiap bulannuya harus 

ada pelaporan ke 

Bawaslu Provinsi terkait 
pelaksanaan kegiatan” 

 

“Evaluasi terhadap 

kegiatan di masa non-
tahapan ini lakukan 

melalui mekanisme 

berjenjang di tingkat 
pimpinan, lalu di jajaran 

sekretariatan, dan antar 

divisi. Secara rutin, 
mengadakan rapat 

evaluasi internal setiap 

minggunya untuk 

“Evaluasi rutin 

dilakukan tiap minggu 

melalui Rapat Pleno, 
kemudian diturunkan 

ke sekretariat, 

termasuk selama 

pengawasan 
COKTAS. Setiap 

bulan Bawaslu juga 

wajib membuat 
laporan pelaksanaan 

kegiatan untuk 

disampaikan ke 
Bawaslu Provinsi.” 

 

 

 
 

 

 
 

 

“Evaluasi dilakukan 

berjenjang dari 
pimpinan hingga 

sekretariat dan divisi. 

Rapat evaluasi 
mingguan meninjau 

capaian serta kendala 

administratif dan 
teknis. Evaluasi juga 

dilakukan melalui 

pelaporan kegiatan 
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meninjau capaian 

kegiatan, serta kendala 

baik secara administratif 
dan teknis yang muncul. 

Selain itu ada evaluasi 

lewat pelaporan kegiatan 

yang di  
dokumentasikan” 

yang 

terdokumentasi.” 

 b) Apa indikator yang 

digunakan untuk menilai 
keberhasilan pelayanan 

publik di masa non-

tahapan? 

“yaitu keterlibatan 

masyarakat, yaitu 
bagaimana kader-kader 

pengawas partisipatif 

yang sudah 

mendapatakan 
pendidikan pengawasan 

partisipatif lewat SKPP 

maupun Bawaslu 
Mengajar dapat 

menginflueance sekitar 

untuk terlibat dan peduli 
pada proses demokrasi” 

“bawaslu sebagai 

penyelenggara Pemilu 

bersama KPU dan 
DKPP, melihat manfaat 

atau pelayanan yang 

diberikan kepada 
masyrakat adalah ketika 

masyarakat sadar dan 

percaya. Masyarakat mau 
datang ke TPS untuk 

nyoblos bukan karena 

paksaan, juga aktif 

menjadi pengawas 
seperti anti money politic 

dan melaporkan apabila 

ada pelanggaran. 
Walaupun hasil ini nanti 

akan dapat di lihat pada 

masa tahapan, maka saat 

ini adalah masa bawaslu 
bekerja untuk perbaikan 

di masa yang akan 

datang” 

“Pelayanan dianggap 

bermanfaat ketika 
masyarakat sadar dan 

percaya, datang ke 

TPS tanpa paksaan, 

turut mengawasi, 
menolak politik uang, 

dan melapor 

pelanggaran. Meski 
hasilnya terlihat saat 

tahapan, masa non-

tahapan menjadi 
waktu Bawaslu 

memperbaiki kualitas 

demokrasi.” 

 

 c) Apakah hasil evaluasi 

dijadikan dasar 

penyusunan rencana 

kegiatan berikutnya? 

“perencanaan kegiatan 

memang mengikuti visi 

misi Bawaslu pusat dan 

Bawaslu provinsi, tetapi 
disesuikan. Hasil 

evaluasi di tingkat 

“Perencanaan 

mengikuti visi misi 

Bawaslu pusat namun 

disesuaikan. Hasil 
evaluasi menjadi 

usulan perbaikan ke 
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bawaslu kabupaten/kota 

nanti akan menjadi 

usulan perbaikan ke 
Bawaslu RI yang 

disampaikan lewat Rapat 

Koordinasi. Contoh 

lainnya saat ini sedang 
pelaksanaan pengawasan 

PDPB, saat ke lapangan 

bawaslu mengalami 
beberapa kendala seperti 

tidak mendapatkan data 

pemilih meninggal dunia 
karena tidak adanya bukti 

dukung berupa akta 

kematian dan lain 

sebagainya. Pada saat 
rapat rutin hal ini akan di 

bahas, sehingga 

mendapatkan hasil yaitu 
akta kematian di ganti 

dengan surat keterangan 

kolektif (yang dibuat 
oleh pihak desa) yang 

menyatakan bahwa 

misalnya warga atas 

nama A beserta identitas 
lainnya (NIK dan alamat 

domisili) telah 

dinyatakan meninggal 
dunia. Hal ini tentunya 

untuk membantu kerja 

bawaslu dalam 

pengawasan data 
pemilih” 

 

“hasil evaluasi tentunya 
untuk perbaikan 

pelaksanaan kegiatan ke 

depannya. Misalnya 
terkait pengawasan 

PDPB, di lapangan 

bawaslu sulit mendapat 

data karena terkendala 
pihak desa sulit 

mengkases e-Pak Ladi. 

Sehingga bawaslu 
mencari alternatif dengan 

berkoordinasi dengan 

pihak dispendukcapil 

Bawaslu RI. Dalam 

pengawasan PDPB, 

kendala seperti 
kurangnya bukti 

kematian dibahas dan 

disepakati solusi 

berupa surat 
keterangan kolektif 

dari desa.” 
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untuk bisa mendapatkan 

data ini” 

 d) Menurut Anda, apa 
kekuatan dan kelemahan 

manajemen pelayanan 

publik Bawaslu saat ini? 

“untuk kelemahan yaitu 
tentu saja anggaran, 

karena masa efisiensi 

saat ini bisa saja tidak ada 

anggaran untuk 
menjalankan kegiatan. 

Juga masyarakat yang 

sangat pasif. Proses 
demokrasi tidak hanya 

pada masa pemilu, tetapi 

terus berlanjut 

terkhususnya terkait data 
pemilih. Hal ini yang 

tentunya tidak menjadi 

perhatian masyarakat. 
Walaupun dengan 

keterbatasan anggaran, 

bawaslu dapat tetap 
bekerja lewat MoU 

seperti hadir sebagai 

pemateri. Ini dapat 

dikatakan sebagai poin 
pendukung” 

 

”Bawaslu mengalami 
efisiensi anggaran, tidak 

semua dapat terfasilitasi. 

Tetapi tetap bekerja, 
dengan mensiasiati 

keadaan yang ada. Untuk 

kelebihan adalah lewat 

sosialisai dan diskusi 
dapat lebih paham akan 

masalah yang ada, itu 

menjadi langkah 
pencegahan untuk 

tahapan yang akan 

datang” 

 
“anggaran tentunya jadi 

faktor penghambat dan 

membatasi gerak 
bawaslu. Juga semangat 

kerja agak menurun, 

karena keterbatasan 
fasilitas dan anggaran. 

Akan tetapi para staf 

tetap dapat bekerja 

“Kelemahannya 
adalah keterbatasan 

anggaran dan 

rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam isu 
non-tahapan, terutama 

data pemilih. Namun 

Bawaslu tetap bekerja 
melalui MoU atau 

kehadiran sebagai 

narasumber, sehingga 

kegiatan tetap berjalan 
meski dengan 

dukungan terbatas.” 
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profesional. Lalu ada 

jadwal WFA sehingga 

dapat bekerja dimana 
saja dan kapan saja” 

 

“anggaran, sarana 

prasarana yang tidak 
mendukung, serta SDM 

tekhususnya di Divisi 

Humas tidak ada yang 
berlatar pendidikan 

khusus seperti di bidang 

broadcasting (ilmu 
komunikasi), sehingga 

dibutuhkan peningkatan 

kapasitas SDM lagi. Dan 

tentunya masyarakat 
yang pasif, bawaslu tidak 

akan mampu melakukan 

pengawasan secara 
menyeluruh tanpa peran 

aktif masyarakat. 

Kelebihannya adalah 
bawaslu tetap mampu 

menyediakan data seperti 

pada pegawasan PDPB, 

bawaslu turun langsung 
ke pemerintah desa dan 

masyarakat untuk 

verifikasi secara faktual. 
Yang kemudian data-

data akan dibuat info 

grafis untuk publikasi 

kepada masyarakat” 
 

“untuk keterbukaan 

informasi tentunya 
sangat masif, bahkan 

Bawaslu Kabupaten 

Pasuruan mendapatkan 
Penghargaan atas 

keterbukaan informasi, 

tetapi kembali lagi 

kepada masyarakat yang 
sangat pasif dalam 

mencari informasi dan 

terkesannya tidak peduli” 
 

“anggaran tentunya 

memberi dampak yang 

 

 

 
 

 

“Kelemahannya 

meliputi keterbatasan 
anggaran, sarana 

prasarana, dan SDM 

humas yang belum 
sesuai bidang. 

Masyarakat juga pasif. 

Kelebihannya, 
Bawaslu tetap mampu 

menyediakan data 

melalui verifikasi 

faktual dan 
mempublikasikannya 

dalam bentuk 

infografis.” 
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cukup signifikan sebagai 

penghambat dalam 

pemberian layanan. 
Untuk kekuatan adalah 

kerja sama dengan 

masyarakat sebagai 

penerima layanan ini, 
yaitu dengan 

menggandeng 

masyarakat untuk ikut 
andil sebagai pengawas 

partisipatif” 
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LAMPIRAN III: KARTU KONSUL 
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LAMPIRAN IV: DOKUMENTASI KEGIATAN 

      
Wawancara bersama Bapak Arie Yoenianto, S.E selaku 

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan 

 

  
Wawancara bersama Bapak Joko Nugroho, S. Kom., M.AP selaku 

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan 

 

  
Wawancara bersama Ibu Deviana Azizah, S. Pd selaku 

Koordinator Divisi SDMO dan Diklat 

 

  
Wawancara bersama Bapak Ahmad Thoifur Arif, S. Sos selaku 

Koordinator Divisi PPM Humas 



119 

 

  
    Wawancara bersama Bapak Zahid, M.Pd selaku Koordinator Divisi PP Datin 

 

  
Wawancara bersama Bapak Mukhamad Rosyidi, S.I.Kom selaku 

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

 

  

  

Dokumentasi kegiatan selama melakukan magang publik 
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MAGANG 
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LAMPIRAN VI: LOGBOOK MAGANG 

 

 



127 

 

 



128 

 

 



129 

 



130 

 

 



131 

 

 



132 

 

 



133 

 

 

 



134 

 

 



135 

 

 



136 

 

 
 



137 

 

 



138 

 

 



139 

 

 



140 

 

 
 



141 

 

 

 



142 

 

LAMPIRAN VII: SURAT IJIN MAGANG 
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LAMPIRAN VIII: SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG 
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Chintya Lolita. Lahir di Waingapu, 2 Mei 2000, Kabupaten 

Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anak ke empat dari 

lima bersaudara, merupakan putri pertama dari Ibu Rahel Rade Joh. 

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Masehi  

Melolo 1 pada tahun 2012. Setelahn itu melanjutkan pendidikan ke Sekolah 

Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Rindi Umalulu dan lulus pada tahun 2015. 

Kemudian, melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Rindi Umalulu dan lulus 

pada tahun 2018. Semasa bersekolah di tingkat menengah pertama, penulis pernah 

mengikuti 2 (dua) lomba cerdas cermat 4 Pilar Kebangsaan di tingkat Kabupaten 

dan meraih juara 1. Selain itu pernah menjadi Pasukan Pengibar Bendera untuk 

perayaan HUT RI ke-71 di tingkat kecamatan. Setelah lulus, penulis sempat 

mengikuti training menjadi Ground staf di Timor Nusa Training Center (TNTC) 

Kupang dan melakukan magang kerja di Bandara El Tari Kupang pada Maskapai 

Lion Air. Masa training dan magang berakhir pada tahun 2021. Setelahnya, di tahun 

2022 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

Malang pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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